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PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

w

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
] DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang: a. bahwa dengan telah diserahkannya pengelolaan Pusat Dokumentasi dan
Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) oleh Ketua Yayasan
PDIKM kepada Pemerintah Kota Padang Panjang pada tanggal 16 Oktober
2006, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2001
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, perlu disempurnakan
dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
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17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

18. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman
Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006
Nomor 8 Seri E.4);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);

30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA

BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Sk

10.

11.

12,

Daerah adalah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah
raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat

" pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut
SPAdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat
Kketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat di
singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kgpatuhan
pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah sera.ngkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta men.gm‘npulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.



Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
a. rekreasi; dan
b. olah raga.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi
dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau
menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa
Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan atau
pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.
BABYV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditugaskan kepada
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, proporsional
dan berkeadilan.
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BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu
pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan.
Pasal 10
(1) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan

sebagai berikut :
a. Masuk lokasi/tempat rekreasi PDIKM

- Anak-anak Rp. 1.000,- /orang
- Dewasa Rp. 2.000,- /orang
b. Ruang Rapat Rp. 150.000,- /hari
c¢. Lapangan PDIKM
- s/d 50 orang Rp. 150.000,- /hari
- 51 s/d 100 orang Rp. 200.000,- /hari
- lebih dari 100 orang Rp. 300.000,- /hari
d. Toilet/ MCK Rp. 1.000,- /orang
e. Parkir mobil bus besar/truck besar ~ Rp.  7.500,- /satu kali parkir
£ Parkir mobil bus sedang/truck sedang Rp. 5.000,- /satu kali parkir
g. Parkir mobil penumpang Rp. 3.000,- /satu kali parkir
h. Parkir roda dua Rp. 1.000,- /satukali parkir
i. Penginapan Rp. 500.000,- /unit/malam
j. Galeri/kios Rp. 100.000,- /bulan/petak
(2) Tarif Retribusi Kolam Renang Lubuk Mata Kucing
a. Anak-anak Rp. 1.000,- /orang
b. Dewasa Rp. 2.000,- /orang
c. Kedai Rp. 150.000,- /bulan
d. Club Rp. 50.000,- /bulan
(3) Tarif Retribusi GOR/Lapangan Tenis/Lapangan Olah Raga lainnya
a. Lapangan Badminton Rp. 350.000,- /bulan
b. Kedai Rp. 150.000,- /bulan
c. Perkantoran Rp. 15.000,- /bulan
d. Lapangan Tenis untuk Club Rp. 350.000,- /bulan
e. Lapangan Tenis untuk Tamw/Umum Rp. 100.000,- /hari

(4) Pakaian Adat/Tari/Alat Musik dan Peralatan/Perlengkapan lainnya

a. Pakaian Marapulai Rp. 75.000,- /stel/hari
Rp. 25.000,- /stel/1 kali pakai

b. Pakaian Anak Daro Suntiang Tinggi Rp. 75.000,- /stel/hari
Rp. 25.000,- /stel/1 kali pakai

c. Pakaian Anak Daro Suntiang Randah Rp. 60.000,- /stel/hari
Rp. 20.000,- /stel/1 kali pakai
d. Pakaian Sumandan Rp. 50.000,- /stel/1 kali pakai
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e. Pakaian Tari Beludru/Songket Rp. 60.000,- /stel/1 kali pakai
f Pakaian Saten/Tetoron/Katun Rp. 40.000,- /stel/1 kali pakai
g. Pakaian Galembong Rp. 40.000,- /stel/1 kali pakai
h. Pakaian Beludru anak-anak Rp. 50.000,- /stel/hari
Rp. 20.000,- /stel/1 kali pakai

i. - Pakaian Saten/Tetoron/Katun Rp. 50.000,- /stel/hari

- anak-anak Rp. 20.000,- /stel/1 kali pakai
j. Pakaian Pangulu Rp. 60.000,- /stel/hari

- anak-anak Rp. 35.000,- /stel/1 kali pakai
k. Pakaian Bundo Kanduang Rp. 50.000,- /stel/hari

- anak-anak Rp. 20.000,- /stel/1 kali pakai
1. Tangkuluak Tanduak Rp. 20.000,- /stel/hari
m. Kain Songket Rp. 25.000,- /stel/hari
n. Sisampiang Rp. 10.000,- /stel/hari
o. Talempong pacik (gandang, tasa) Rp. 100.000,- /set/hari
p. Talempong melodi Rp. 150.000,- /set/hari
q. Talempong/pengiring/rytim Rp. 100.000,- /set/hari
r. Canang Rp. 100.000,- /sethari
s. Gandang/1 buah Rp. 30.000,- /buah/hari
t. Tasa Rp. 25.000,- /buah/hari

(5) Lain-lain
a. Kamera Rp. 50.000,- /hari
b. Infocus dan layar Rp. 300.000,- /hari
c. Laptop Rp. 200.000,- /hari
d. Wireless Rp. 50.000,- /hari
e. Alat Masak (tabung gas dan kompor) Rp. 100.000,- /hari
f. Handycam Rp. 50.000,- /hari
g. Kursi lipat Rp.  5.000,- /buah/hari
h. Kursi Plastik Rp. 2.000,- /buah/hari
i. TV 21 inchi Rp. 75,000,- /unit/hari
j. TV 29 inchi Rp. 100.000,- /unit/hari
k. Kasur santai Rp. 20.000,- /buah/hari
1. Spring bed Rp. 50.000,- /buah/hari
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan
tempat rekreasi dan olah raga diberikan.

BABIX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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BAB X

SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPAdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
ditetapkan pokok retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Daerah.
BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di
dengan Peraturan Kepala Daerah. usi diatur

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi
yang menurut pertimbangan Kepala Daerah layak diberikan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB XVI1
PENYIDIKAN
Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang re ibusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
ngumpulkan keterangan mengenai orang

b. meneliti, mencari dan me
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan
catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangk
inf : . a pelak
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; pelatsanaan g
g. menyuruh berhenti dan atail melarang seseorang meninggalkan ruangan
fictlau ?empat pa(cila saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai i
s bt o g sebagaimana dimaksud
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pi ibusi
memnos g n pidana retribusi
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperi i
tersangka atau saksi; ¢ perisa scbagal
menghentikan penyidikan;
rqelakukap tin.dakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

e

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang berlaku.
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20
yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4

(empat) kali jumlah retribusi terutang.

(1) Wajib Retribusi

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerap ini, maka :
a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Rekreasi dan Olah Raga; dan
b. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Retribusi Tempat Pemandian Anak-Anak dan Kereta Wisata di
Perkampungan Minangkabau Kota Padang Panjang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam. Pemm Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Retribusi Tempat
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Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar seuap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota P

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
padatanggal : G Febrvan 2009 M
3. S'kn{ar . 1430H

KOTA PADANG PANJANG,

SEKRETARIS D

N&RIADY

' LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 3 SERIC.2
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

L UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta
untuk mendukung terlaksananya pembangunan disegala bidang agar sesuai dengan yang
diharapkan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali
sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli
Daerah Kota Padang Panjang. ~

Sejalan dengan telah diserahkannya pengelolaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan
Minangkabau (PDIKM) oleh Ketua Yayasan PDIKM kepada Pemerintah Kota Padang Panjang
pada tanggal 16 Oktober 2006, maka tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga,
dirasakan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga.

IL. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasa] 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas



